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PERATURAN GUBERNUJR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 119 TAHU 2010 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAEAH (RKPD) 
TAHUN 2011 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

bahwa untuk melaksanakan kotentuan Pasal 26 ayat (2) Undang­ 
Ul'ldang Nomor 25 Tehun 2004 tenta�lstem Ptr..-anaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf d Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan ih dan Pas~l 33 ayet 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daorah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2011; 

1. Undang-Lndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusl dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor f Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistemn 
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

6. Urdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah sebagalmana telah bberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

8. Undang-UJndang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pererintahan 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 
Kerja Pererintah; 

10. Peraturan Pererintah Nomor 21 Tahun 2004 tetang Penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga; 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penarapan Standar Pelayanan Minimal; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pererintah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pererintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten0tang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasl Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Nageri Nomor 13 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keu~ngan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Persturan Menteri Dalam Nogori Nomor 59 Tahun 
2007, 

17. Peraturan Daerah Nomor S Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengololaan Keuangan Daerah; 

18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKL 
Jakarta Tahun 2007-2012; 

19. Poraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Porangkat Daerah; 

MEMU'TUSKAN: 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KER.JA PEMERINT AH 
DAERAH (RKPD) TAHUN 201. 

Pasal 1 

(1) Rencana Kerja Pererintah Daerah Tahun 201f, yang selanjutnya 
disobut RKPD Tahun 2011 merupakan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tatun 
201f yang dimulal pada tanggal 1 Januari 20f1 dan b~rakhlr pada 
tanggal 31 Desember 2011. 

(2) RKPD Tahun 2011 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 
dengan sistematika sebagai berikut : 

BABI :  PENDAHULUAN 
BAB II : EVALUASI HASIL KINER.JA PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB IN ; RANCANGAN KERANGKA EKQNOMI DAERAH 
BAB IV : PRIORITAS PEMBANGUNAN DAE RAH 
BAB V : RENCANA KER.JA DAN PENDANAAN 
BAB VM : KAIDAH PELAKSANAAN 

Pasal 2 

RKPD Tahun 2011 men;adi pedoman bagi Pererintah Provinsi Daorah 
Khusus lbukota Jakarta dalam menyusun : 
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a. Rancangan Kebijakan Umum APD (KUA) Priortas dan Flafon 
Anggaran Sementare (PPAS) Tahun Anggaran 2011. 

b. Rencana Kerja dan Anggaran (KA) Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Tahun 
Anggaran 2011. 

Pasal 3 

Uraian lebih lanjut RKPD Tahun 2011 tercantum dalarn Larnplran yang 
merupakran salu kesatuan dan baglan tidak terpisahkan dart Peraturan 
Guberur ini. 

Pasal 4 

Peraturan Gubermur ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Benita Daerah 
Provinsi Daerah Kusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tang9gal 10 uni 2010 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

FAUZI 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 23 Jun1 2010 

SEKRETAFRIS DAEAH PROVINSI DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2DID NOMOR 123 
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